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Abstract: In the case of cattle procurement planning by opposition budget by striking Cows in
Kampar regency budget. This study aims to analyze the planning of cattle procurement programs
to get a picture of whether the procurement program is actually for the benefit of the community
or elite. In addition, this study also aims to find the cause of failure of cattle procurement program
2014-2016. The result of the research is known that in the procurement of cattle done by Kampar
regency government is aimed to realize Kampar Regency as the center of cow breeding, but in the
implementation of the program reap failure and tend to benefit certain elites, besides the evaluation
show that procurement program Cattle for the kampar district community have no clarity, resulting
in rejection by the Kampar DPRD which considers the cattle procurement program not in accordance
with the priority program for the community. The cause of rejection in the procurement of cattle by
DPRD Kampar regency is cattle procurement program undertaken by the Government of the
Kampar district does not comply with the rule of law and the terms of irregularities.

Abstrak: Dalam perencanaan pengadaan sapi terjadi aksi penolakan anggaran dengan mencoret
anggaran Sapi di Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan
program pengadaan sapi untuk mendapatkan gambaran apakah program pengadaan sesungguhnya
untuk kepentingan masyarakat ataukah elite. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan
penyebab terjadinya kegagalan program pengadaan sapi 2014-2016. Hasil penelitian diketahui bahwa
dalam perencanaan pengadaan sapi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kampar adalah
bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Kampar sebagai sentral pembibitan sapi, akan tetapi dalam
pelaksanaanny program tersebut menuai kegagalan dan cendrung menguntungkan elite-elite tertentu,
selain itu evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa program pengadaan sapi untuk masyarakat
kabupaten kampar tidak memiliki kejelasan, sehingga terjadi penolakan oleh DPRD Kabupaten
Kampar yang menganggap program pengadaan sapi tidak sesuai dengan program prioritas bagi
masyarakat. Penyebab terjadinya penolakan dalam pengadaan sapi oleh DPRD Kabupaten Kampar
adalah program pengadaan sapi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar tidak sesuai
dengan aturan hukum dan syarat terjadinya penyimpangan.
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PENDAHULUAN

Terjadi sebuah fenomena politik yang me-
narik untuk dikaji menyangkut perencanaan
pembangunan di Kabupaten Kampar Provinsi
Riau. Perencanaan pembangunan tersebut yakni
saat diadakannya pembahasan RAPBD Kabu-
paten Kampar antara pemerintah dengan DPRD
Kabupaten Kampar. Pembahasan yang berlang-
sung tanggal 08 Desember 2015 tersebut pada
intinya menimbulkan kekisruhan karena Anggota
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kampar,
sepakat untuk menolak anggaran pengadaan
Sapi yang diajukan pemerintah yang nilainya
mencapai Rp.122 Milyar. Alasan penolakan
anggaran pengadaan Sapi ini karena Banggar
melihat proyek itu tidak sesuai dengan aturan
hukum, bahkan realisasi proyek sebelumnya 2014
dan 2015 juga tidak jelas.

Sistem pengadaan sapi di Kabupaten

31

Kampar diyakini merupakan sumber utama bagi
kebocoran anggaran di daerah tersebut yang
memungkinkan korupsi dan kolusi yang mem-
berikan sumbangan besar terhadap kemerosotan
pelayanan bagi rakyat miskin di Kabupaten
Kampar. Kegagalan tersebut memberikan indi-
kasi bahwa terdapat kegagalan dalam sistem
pengadaan dan adanya konflik kepentingan da-
lam badan organisasi pemerintah Kabupaten
Kampar. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pe-
nelitian mendalam mengenai program pengadaan
sapi bagi masyarakat di Kabupaten Kampar
dengan cara mencari faktor-penyebab kegagalan
dalam pengadaan sapi di tahun 2016, sehingga
kecurangan yang biasa terjadi pada sektor pe-
ngadaan sapi oleh Pemerintah Kabupaten
Kampar dapat ditekan.

Persoalan pengadaan sapi apakah memang
benar-benar mengacu pada kepentingan masya-
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rakat dan melibatkan pastisipasi aktif masyarakat
dalam proses pengajuannya, atau apakah ke-
butuhan Sapi memang sudah tercantum dalam
Musrenbang tingkat terendah (Desa/Kelurahan)
yang kemudian dibahas pada Musrenbang ti-
ngkat berikutnya. Dalam pelaksanaan pengadaan
sapi yang terjadi adalah aksi penolakan dari
DPRD Kabupaten Kampar yang disebabkan
beberapa faktor mendasar diantaranya adalah
efektifitas sapi yang masih diragukan dapat
menjadi pemecah permasalahan kemiskinan di
Kabupaten Kampar, selain itu adanya permasa-
lahan akuntabilitas dari pelaksanaan sebelumnya
dimana banyak sapi yang dijual demi keuntungan
pribadi dan cenderung merugikan Pemerintah
Daerah.

Dalam pengadaan sapi terjadi aksi peno-
lakan anggaran dengan mencoret anggaran Sapi
di Kabupaten Kampar ini menurut asumsi penulis
adalah akibat belum maksimalnya sinkronisasi
dan koordinasi antara kedua lembaga ini (ek-
sekutif dan legislatif) sebagai satu kesatuan atau
partner kerja untuk kesejahteraan masyarakat
Kampar. Pemerintah Kabupaten Kampar sebe-
lum pengajuan anggaran mungkin tidak melaku-
kan koordinasi terlebih dahulu, sementara DPRD
Kampar mungkin menilai ada kebutuhan lain
yang mendesak ketimbang pengadaan Sapi. Pada
tataran teoritis, pemerintah dalam pengadaan
seharusnya perbaikan proses pengadaan dan
penganggaran antara lain yang terkait dengan alur
proses perencanaan dan penganggaran serta pe-
nyusunan dokumen pengadaan dan pengangga-
ran harus konsisten. Terkait dengan hal itu maka
kualitas proses dapat dinilai dari alur pengadaan
dan penganggaran yang terdiri dari tahap-tahap
sebagai berikut: Penyusunan agenda setting,
Penyusunan policy formulation, dan penyusunan
budgeting serta keterkaitan antara dokumen
perencanaan dan penganggaran.

Dalam penganggaran pengadaan Sapi di
Kabupaten Kampar yang telah melahirkan beragam
polemik, karena berdasarkan alasan yang dike-
mukakan oleh DPRD Kampar bahwa telah ter-
jadi penyimpangan dalam pembiayaan sapi pada
tahun-tahun sebelumnya. Selain masalah ang-
garan, distribusi sapi untuk masyarakat juga
menuai kontroversi di lapangan. Sehingga Banggar

DPRD Kampar, kompak untuk menolak ang-
garan Sapi. Proyek itu tidak sesuai dengan aturan
hukum. Bahkan realisasi proyek sebelumnya 2014
dan 2015 juga tidak jelas. Termasuk penerima
bantuan hibah. Proyek yang tidak sesuai aturan
tidak mungkin harus tetap dipaksakan untuk
dimasukan. kejadian tahun 2015 adalah karena
dari 1.200 ekor Pengadaan Sapi hanya 115 ekor
yang dilaksanakan. Proyek sapi tersebut dinilai
melanggar aturan oleh Pemerintah Provinsi Riau,
karena syarat yang mendapat dana hibah dan
bansos itu harus mempunyai Badan Hukum.
Namun Badan Hukumnya tidak ada dan tidak
mungkin untuk menabrak aturan. Jadi ada keten-
tuan mengenai kewajiban lembaga penerima
bantuan dalam bentuk badan hukum, mengacu
pada pasal 298 ayat 5 UU Nomor 23 Tahun
2014. Dalam pasal itu ditegaskan, belanja hibah
hanya bisa diberikan kepada badan, lembaga,
dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia.

Penentuan kebutuhan dalam pengadaan
sangatlah penting karena penentuan kebutuhan
merupakan landasan kerja bagi pelaksanaan pe-
ngadaan. Apabila terjadi kesalahan dalam me-
nentukan kebutuhan dapat menimbulkan
pemborosan dan kerugian, baik itu pemborosan
waktu kerja, juga kerugian material berupa uang.
Kerugian semacam itu sering terjadi dikarenakan
kurangnya informasi mengenai persediaan barang
yang diakibatkan kesalahan dalam perencanaan-
nya. Ternak pokok tahun 2014 terdiri 115 ekor
dimana sapi yang mati berjumlah 12 ekor, hilang
berjumlah 8 ekor, sedangkan dijual petani
berjumlah 79. Sehingga sapi yang tersisa saat ini
adalah 16 ekor. Ternak pokok tahun 2015 terdiri
2050 ekor dimana sapi yang mati berjumlah 34
ekor, hilang berjumlah 74 ekor, sedangkan dijual
petani berjumlah 1538. Sehingga sapi yang ter-
sisa saat ini adalah 404 ekor.

Dari perbandingan tabel Rekapitulasi Per-
kembangan Ternak Sapi distribusi Sumber Dana
APBD Il Kabupaten Kampar tentang Kegiatan
Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat
Ta. 2014 dan Ta. 2015 dapat diketahui bahwa
jumlah sapi yang semula berjumlah 115 tersisa
menjadi 16 ekor. Sedangkan pada tahun angga-
ran 2015 jumlah sapi terdiri dari 2050 ekor dan



tersisa saat ini menjadi 404 ekor sapi. Dalam
hal ini Pengadaan Sapi yang terjadi adalah
bahwa pada tahun 2014 yang semulai berjumlah
115 ekor mengalami kenaikan jumlah distribusi
sapi dimana perkelompoknya mendapatkan 50
ekor sapi yang terdiri dari 40 ekor sapi betina
dan 10 ekor sapi jantan dengan jumlah keseluru-
han menjadi 2050 yang di distribusikan untuk
41 kelompok di seluruh kecamatan di Kabu-
paten Kampar. Karenanya pada tahun 2016
DPRD Kabupaten Kampar sepakat menolak
penganggaran sapi oleh pemerintah daerah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan metode
penelitian kualitatif, yaitu usaha mengumpulkan,
menyusun dan menginterpretasikan data yang
ada kemudian menganalisa data tersebut, mene-
litinya, menggambarkan dan menelaah secara
lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan
dengan kondisi, situasi dan fenomena yang
diselidiki. Program Pengadaan Sapi untuk Mas-
yarakat di Kabupaten Kampar dilakukan di
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten
Kampar, DPRD Kabupaten Kampar. Pengum-
pulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui
beberapa cara, yaitu Wawancara, Observasi,
dan Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan
bagaimana proses penyusunan rencana pemba-
ngunan tahunan yang dimulai dari struktur peme-
rintahan paling bawah, yaitu Kelurahan, di-
lanjutkan di tingkat Kecamatan dan pada akhir-
nya sampai di tingkat Kabupaten Kampar inilah
yang akan ditelaah secara mendalam sehingga
ditemukan jawaban penyebab penganggaran
pengadaan sapi ini dilaksanakan dengan sin-
kronisasi dan koordinasi yang baik.

Program Pengadaan Sapi

Perencanaan Program Pengadaan Sapi
Perencanaan dalam Pengadaan Sapi di

Kabupaten Kampar, khususnya sapi potong

merupakan salah satu sumber daya penghasil

bahan makanan berupa daging, selain itu sapi

potong juga bisa memberikan berbagai macam
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kontribusi seperti pupuk dan sebagai ternak
kerja. Dengan demikian pengembangan ternak
sapi penting untuk ditingkatkan melalui pe-
ngembangan populasi sapi. Dalam rangka pe-
ngembangan sapi, peran masyarakat di pedesaan
tidak dapat diabaikan. Mereka harus didukung
karena untuk mengembangkan usahanya saat ini
masih terkendala oleh modal dan keterampilan.
Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kampar
melalui program pengadaan sapi pada tahun
2014-2015 mengeluarkan suatu kebijakan yang
terkait dengan pengembangan usaha ternak sapi
bagi masyarakat, yaitu dengan cara memberikan
bantuan sapi kepada masyarakat.

Ternak Sapi distribusi Sumber DanaAPBD
Kabupaten Kampar Kegiatan Pendistribusian
Bibit Ternak kepada Masyarakat Ta. 2014
terdiri dari 5 Kelompok dimana 4 kelompok
mendapatkan 25 ekor sapi betina sedangkan
Desa Baru kecamatan Siak Hulu mendapatkan
15 ekor sapi betina, sehingga jumlah sapi ternak
pokok terdiri 115 ekor. Pada tahun 2015 ber-
dasarkan hasil Rekapitulasi Perkembangan
Ternak Sapi distribusi Sumber Dana APBD 1
Kabupaten Kampar tentang Kegiatan Pendistri-
busian Bibit Ternak kepada Masyarakat Ta.
2015 terdiri dari 41 Kelompok dengan masing-
mnasing kelompok mendapatkan 50 ekor sapi
yang terdiri dari 40 ekor sapi betina dan 10 ekor
sapi jantan dengan jumlah keseluruhan ternak
2050 ekor sapi.

Proses pengadaan sapi dilakukan oleh tim
pengadaan ternak serta melibatkan ketua ke-
lompok yang didampingi ketua tim teknis kabu-
paten. Spesifikasi ternak yang dibeli berbeda
dengan ketentuan yang seharusnya. Harga hanya
diketahui oleh tim pengadaan ternak dan penjual
sehingga penetuan harga tidak transparan. Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten
Kampar melalui Unit Layanan Pengadaan Ba-
rang dan Jasa telah menenderkan proyek Penga-
daan Sapi. Pemenang tender pun telah ditetap-
kan dan diumumkan pada Lembaga Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE). Proses lelang
dimenangkan oleh CV. Candra Mukti dengan
tawaran senilai Rp. 21.375.348.400. Dimana
nilai pagu paketnya sebesar Rp. 21.813.000.
000 yang dianggarkan pada APBD Murni 2015.
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Bahkan telah dilakukan penekenan kontrak 14
Agustus 2015. Penekenan kontrak itu menanda-
kan proyek tersebut akan segera dimulai. Namun
yang jadi pertanyaan, nilai proyek sesuai tender
itu berbeda dengan hasil evaluasi Gubernur Riau
terhadap Perubahan APBD 2015 yang ditetapkan
dalam Surat Keputusan Gubri Nomor Kpts.
1038/V111/2015. Dimana, pada hasil evaluasi
Gubri, tertera besar anggaran Distribusi Hewan
Ternak sebesar Rp. 27.147.515.500. Berbeda
jauh dengan nilai kontrak hasil lelang yakni, Rp.
21.813.000.000.

Pelaksanaan Program Pengadaan Sapi

Pelaksanaan pengadaan sapi untuk masya-
rakat telah terjadi kegagalan pada pelaksanaan
sebelumnya sehingga hal ini memunculkan ke-
tidakjelasan bagi pengadaan sapi pada tahun
berikutnya yang berujung pada penolakan oleh
Banggar DPRD Kabupaten Kampar. Selain itu
perusahaan pemenang tender tidak dapat meme-
nuhi pengadaan sapi dan perusahaan tersebut
tidak di denda dan tidak diberi sangsi yang di
terapkan Dinas Pertenakan kepada perusahaan
tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kampar tampak-
nya belum berupaya agar anggaran pengadaan
Sapi dapat dimasukkan dalam APBD Peru-
bahan 2015. Pemerintah Kabupaten Kampar
memprotes Pemerintah Provinsi Riau yang men-
coretanggaran kegiatan tersebut. Bupati Kampar
meminta agar anggaran Pengadaan Sapi dilolos-
kan dalam APBD Perubahan diperlihatkannya
pada Focus Group Discussion (FGD) yang digelar
di Kediaman Gubernur Riau, Jalan Diponegoro,
Pekanbaru, FGD itu bertajuk Pelaksanaan Hibah
Barang/Jasa di Riau.

Hasil evaluasi terhadap Rancangan APBD
Perubahan 2015 yang ditetapkan oleh Gubernur
Riau dalam Surat Keputusan Nomor Kpts.1038/
V111/2015 itu tidak memperbolehkan Pengadaan
Sapi dianggarkan. Proyek itu diusulkan melalui
hibah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kampar. Pengadaan Sapi itu dinilai ber-
tentangan dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ke-
mudian, diatur lebih jauh dalam Peraturan Pe-

merintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah.

Pembagian hibah harus memenuhi kriteria
dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari APBD. Sebagai-
mana telah diubah dengan Permendagri Nomor
39 Tahun 2012. Anggaran Sapi itu dalam jumlah
fantastis. Pada APBD Murni 2015, kegiatan itu
dianggarkan sebesar Rp. 27,147 miliar lebih.
Dalam APBD Perubahan, anggaran untuk ke-
giatan yang sama diajukan lagi sebesar Rp.
24,507 miliar. Terjadi penambahan mencapai
90,27 persen. Sehingga jumlahnya menjadi Rp.
51,654 miliar lebih.

Pemerintah Kabupaten Kampar melakukan
penyerahan hewan ternak kepada masyarakat/
pihak ketiga tahun anggaran 2014 kepada
kelompok ternak diantaranya: Kelompok Berkah
DesaAur Sati Kecamatan Tambang (25 Betina),
Kelompok Tani Ternak Panglimo Khotib Desa
Simpang Kubu Kecamatan Kampar (25 Betina),
Kelompok Tani Ternak Sapi Usaha Bersama
Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang (15
Betina), Kelompok Tani Ternak Sapi Sepakat
Jaya Desa Baru Kecamatan Siak Hulu (25
Betina), Kelompok Sapi Kayu Aro Manunggal
Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara (25
Betina) dengan anggaran Rp. 11.035.000.000
dan realisasi Rp. 1.034.942.500

Evaluasi Program Pengadaan Sapi
Evaluasi program pengadaan sapai untuk
masyarakat Kabupaten Kampar diketahu dari
Surat Keputusan Gubernur Riau tentang hasil
evaluasi terhadap Rancangan Perubahan APBD
Kampar 2015 telah diterima DPRD Kampar
yang isinya adalah penolakan pengadaan sapi
untuk masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kam-
par melalui Sekretaris Daerah menyerahkan SK
tertanggal 14 Agustus 2015 itu ke Badan Ang-
garan dan setelah menerima SK itu, Banggar
langsung menggelar rapat bersama Sekda Zulfan
Hamid dan jajarannya. Rapat itu menghasilkan
lima poin kesimpulan yang dituangkan dalam
bentuk saran atau rekomendasi dari DPRD.
Hasil evaluasi yang paling disorot dalam pem-



bahasan tersebut adalah ihwal proyek pengadaan
Sapi. Dimana Gubri menolak anggaran penga-
daan sapi tersebut.

Penolakan itu dilakukan sesuai dengan SK
Gubernur Riau yang mengamanatkan bahwa
program pengadaan sapi akan menguntungkan
individu-individu dan tidak bagi keseluruhan
masyarakat. Untuk itu apabila pengadaan Sapi
dibatalkan, maka anggarannya dapat dimasukan
ke Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA).
Hal ini dinilai, kecil kemungkinan anggaran Sapi
tersebut dialokasikan untuk kegiatan lain. Kalau
dialokasikan ke yang lain, berarti harus bahas
APBD Perubahan kembali. Pemkab Kampar
melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
menganggarkan Pengadaan Sapi secara ber-
tahap. Anggaran pembelian sapi juga turut dicuri-
gai sejumlah pihak sebagai bagian dari upaya
Jefry Noer untuk memperkaya diri dengan bisnis
sapi, selanjutnya program ini juga berbau politik
untuk kepentingan memuluskan Rahmad Jevari
Juniardo merebut popularitas pada pemilihan Bu-
pati kampar 2017 mendatang.

Kembali ke konstalasi politik anggaran di
kampar,penolakan anggran papa minta sapi ini
berasal dari kalangan mahasiswa dan sejumlah
element masyarakat, puncaknya usulan Pemkab
dalam KUA-PPAS 2016 dimentahkan oleh
DPRD Kampar melalui rapat banggar. DPRD
Kampar dipastikan menolak anggaran Proyek
Pengadaan Hewan Ternak Rp. 122 miliar yang
diusulkan Pemerintah kabupaten Kampar masuk
dalam Rancangan APBD 2016. Namun Penola-
kan ini juga mendapat perlawanan dari Pemerin-
tah Kabupaten Kampar. Informasi yang berhasil
dihimpun dilapangan, anggaran pengadaan hewan
ternak khususnya Sapi pada Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan menjadi perdebatan
panjang dalam pembahasan KUA-PPAS 2016.
Beredar kabar di kalangan dewan, bahwa ang-
garan untuk tunjangan perumahan mereka
dikurangi Pemkab Kampar. Pengurangan uang
tunjangan perumahan dewan disebut-sebut seba-
gai akibat dari penolakan anggaran Sapi tersebut.

Faktor Kegagalan Program Pengadaan Sapi
Faktor Efektifitas

Bantuan dana bergulir bagi peternak se-
bagian telah dicairkan dan sebagian lagi tengah
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dalam proses verifikasi. Perencanaan dalam Pe-
ngadaan Sapi oleh pemerintah Kabupaten Kam-
par dilakukan untuk mewujudkan swasembada
pembibitan sapi di Kabupaten Kampar, akan
tetapi dalam perencanaan ini terdapat perma-
salahan, terutama penolakan dari Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.
Kabupaten Kampar berupaya menjadi sentral
peternakan sapi. Hal ini menuntut petugas pe-
ternakan dan pemangku kepentingan untuk serius
baik dalam bekerja, penganggaran, dan ke-
yakinan akan keberhasilan sebagai motivasi
dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi
masyarakat. Untuk mewujudkan Kabupaten
Kampar sebagai sentral sapi Dinas Peternakan
harus mempunyai terobosan-terobosan yang
dapat meningkatkan pendapatan masyarakat
serta menjadi tolak ukur bagi pengembangan sapi
masyarakat. Sehingga diharapkan dalam
Pengadaan Sapi bagi masyarakat Kabupaten
Kampar melalui Dinas Peternakan agar mampu
melaksanakan program-program peningkatan
Kesjahteraan masyarakat terutama peternak
sapi dalam yang telah direncanakan dan mampu
menjalankan segala tanggungjawabnya sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi serta koordinasi
dengan pihak-pihak dari instansi terkait.

Faktor Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pengadaan barang dan
jasa adalah pertanggungjawaban pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa kepada para pihak
yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika,
norma, dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dalam pengadaan sapi
terjadi aksi penolakan anggaran dengan mencoret
anggaran Sapi di Kabupaten Kampar hal ini
terjadi adalah akibat belum maksimalnya sinkro-
nisasi dan koordinasi antara kedua lembaga ini
(eksekutif dan legislatif) sebagai satu kesatuan
atau partner kerja untuk kesejahteraan masya-
rakat. Pemerintah Kabupaten Kampar sebelum
pengajuan anggaran mungkin tidak melakukan
koordinasi terlebih dahulu, sementara DPRD
Kampar mungkin menilai ada kebutuhan lain
yang mendesak ketimbang pengadaan Sapi.

Faktor Transparansi
Transparansi dalam pengadaan barang dan
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jasa adalah pemberian informasi yang lengkap
tentang aturan pelaksanaan pengadaan barang
dan jasa kepada semua calon penyedia barang
dan jasa yang berminat dan masyarakat. Hal ini
diketahui dari minmnya pemberian informasi
yang lengkap tentang aturan pelaksanaan penga-
daan barang sapi kepada semua calon penyedia
barang yang berminat dan masyarakat yang
membutuhkan sapi tersebut. DPRD Kampar
sudah mempertanyakan kepada Satuan Kerja
terkait untuk pengadaan sapi tersebut dan
ternyata satuan kerja terkait belum siap untuk
itu. Meskipun begitu Bupati Kampar sudah me-
nerima jika DPRD Kampar menolak untuk
memasukan pengadaan sapi itu di APBD Murni
2016. Sehingga dalam hal ini dapat diketahui
adanya ketidaksesuaian pemahaman antara
pemerintah dengan DPRD Kabupaten Kampar
terkait dengan program pengadaan sapi yang
telah diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.

SIMPULAN

Dalam perencanaan pengadaan sapi yang
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kampar
adalah bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten
Kampar sebagai sentral pembibitan sapi. Akan
tetapi dalam pelaksanaannya program tersebut
menuai kegagalan dan cendrung menguntungkan
pihak-pihak tertentu. Selain itu evaluasi yang
dilakukan menunjukkan bahwa program penga-
daan sapi untuk masyarakat kabupaten kampar
tidak memiliki kejelasan, sehingga terjadi peno-
lakan oleh DPRD Kabupaten Kampar yang me-
nganggap program pengadaan sapi tidak sesuai
dengan program prioritas bagi masyarakat. Fak-
tor penyebab terjadinya penolakan dalam
pengadaan sapi oleh DPRD Kabupaten Kampar
adalah faktor efektifitas dimana sapi bukanlah
satu-satunya program prioritas Kabupaten Kampar,
Faktor Akuntabilitas dimana dalam pengadaan
sapi di Kabupaten Kampar, hal ini dapat dike-
tahui dari tahun sebelumnya dimana permasala-
han yang terjadi adlah banyaknya sapi yang dijual
demi keuntungan pribadi dan cendrung meng-
untungkan pihak-pihak tertentu. Faktor Transpa-
ransi dimana dalam pengadaan sapi Kabupaten
Kampar, hal ini diketahui dari minimnya pem-
berian informasi yang lengkap tentang aturan

pelaksanaan pengadaan barang sapi kepada
semua calon penyedia barang yang berminat dan
masyarakat yang membutuhkan sapi tersebut.
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